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Abstract: This study raises two issues: 1) What is the competence of the State Administrative
Court in testing the elements of abuse of authority of government officials. 2) What are the
implications of the application of the provisions in Law Number 30 of 2014 concerning
Government Administration on the abuse of authority of government officials. The type of
research used is qualitative literature research that explains descriptively, using a normative
juridical approach. The research data sources include primary and secondary data. The
primary data was sourced from the research subjects, namely Law Number 48 of 2009
concerning Judicial Power, Explanation of Law Number 30 of 2014 concerning Government
Administration, Law Number 51 of 2009 concerning Amendments to Law Number 5 of 1986
concerning State Administrative Courts, and Supreme Court Regulation Number 4 of 2015
concerning Procedural Guidelines in the Assessment of Elements of Abuse of Authority.
Meanwhile, secondary data is sourced from written documents in the form of scientific journals,
documents, books and various other references. The results of this study show that Law Number
51 of 2009 has expanded the scope of competence of the State Administrative Court (PTUN) by
adding new dispute objects and increasing the assessment of abuse of authority as well as the
examination of positive fictitious decisions. The PTUN plays an important role in testing the
validity of government actions from a legal point of view. Challenges to access to justice still
exist, especially in hard-to-access areas, emphasizing the need to harmonize laws and
regulations after the enactment of Law Number 30 of 2014 concerning Government
Administration. Then the implementation of Law Number 30 of 2014 concerning Government
Administration has complex implications for acts of abuse of authority by government officials.
Although it gives authority to the State Administrative Court (PTUN) to assess the abuse of
authority, there are challenges in understanding and applying it, especially related to the
examination and proof process in court. Administrative policies that expand administrative
efforts also have an impact on the duration of the case process at the State Administrative
Court, resulting in a paradox in the goal of accelerating access to justice. Efforts are needed
to revise the procedural guidelines for the assessment of abuse of authority to be more in
accordance with the principles of state administrative law and provide clarity regarding the
respondent in the application.

Keywords: State Administrative Court, Abuse of Authority, Government Officials

Sultan Amai Staatsrecht Journal | 73

https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ssj/index



Efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 Tentang Pencegahan Maksiat Terhadap
Perjudian Di Kecamatan Kota Selatan

THE AUTHORITY OF THE STATE ADMINISTRATIVE COURT IN
EXAMINING THE ELEMENTS OF ABUSE OF AUTHORITY
BY GOVERNMENT OFFICIALS

Abstrak: Penelitian ini mengangkat dua masalah: 1) Bagaimana kompetensi Pengadilan Tata
Usaha Negara dalam menguji unsur penyalahgunaan wewenang pejabat pemerintahan. 2)
Bagaimana implikasi penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
Tentang Administrasi Pemerintahan terhadap tindakan penyalahgunaan wewenang pejabat
pemerintahan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif berbasis
kepustakaan yang memaparkan secara deskriptif, dengan menggunakan pendekatan yuridis
normatif. Adapun sumber data penelitian meliputi data primer, dan sekunder. Data primer
bersumber pada subjek penelitian yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Penilaian Unsur
Penyalahgunaan Wewenang. Sedangkan data sekunder bersumber pada dokumen-dokumen
tertulis berupa jurnal-jurnal ilmiah, dokumen-dokumen, buku-buku dan berbagai referensi
lainnya. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 telah
memperluas cakupan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan
menambahkan objek sengketa baru dan meningkatkan penilaian terhadap penyalahgunaan
wewenang serta pemeriksaan atas keputusan fiktif positif. PTUN berperan penting dalam
menguji keabsahan tindakan pemerintah dari sudut pandang hukum. Tantangan terhadap akses
keadilan masih ada, terutama di daerah yang sulit diakses, menekankan perlunya harmonisasi
peraturan perundang-undangan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan. Kemudian penerapan Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2014 tentang Administrasi Pemerintahan memiliki implikasi kompleks terhadap tindakan
penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan. Meskipun memberikan kewenangan
kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk menilai penyalahgunaan wewenang,
terdapat tantangan dalam pemahaman dan penerapannya, khususnya terkait proses pemeriksaan
dan pembuktian di pengadilan. Kebijakan administrasi yang memperluas upaya administratif
juga berdampak pada durasi proses perkara di PTUN, menghasilkan paradoks dalam tujuan
mempercepat akses keadilan. Diperlukan upaya revisi pedoman beracara untuk penilaian
penyalahgunaan wewenang agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip hukum administrasi negara
dan memberikan kejelasan mengenai termohon dalam permohonan.

Kata Kunci: Pengadilan Tata Usaha Negara, Penyalahgunan Wewenang, Pejabat
Pemerintahan
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A. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan wewenang merupakan konsep hukum administrasi yang banyak
menimbulkan salah paham dalam memahaminya. Adapun dalam praktik penyalahgunaan
wewenang sering dimaknai sebagai penyalahgunaan sarana dan kesempatan, melawan hukum
(werrechtelijkheid, onrechmatige daad), atau bahkan memperluasnya dengan setiap tindakan
yang melanggar aturan atau kebijakan apa pun dan di bidang apa pun. Adapun dengan
penggunaan konsep luas dan bebas ini, akan mudah menjadi senjata penyalahgunaan wewenang
yang lain dan justru kebebasan bertindak pemerintah dalam menghadapi situasi konkret (fries
ermessen) menjadi tidak ada artinya.t

Lahirnya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan memberikan atribusi
kewenangan kepada Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk menerima, memerika, dan
memutus ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan tindakan
Pejabat Pemerintahan. Pemberian kewenangan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
dalam menguji unsur penyalahgunaan wewenang muncul sebagai akibat dari tidak adanya
forum pembelaan bagi Pejabat Pemerintahan yang diduga telah melakukan penyalahgunaan
wewenang selain di ranah hukum pidana. Pejabat Pemerintahan merasa menjadi korban
kriminalisasi terhadap kebijakan yang diambil. Di samping itu konsep penyalahgunaan
wewenang merupakan konsep dalam hukum administrasi yang diserap ke dalam hukum pidana,
sehingga lebih tepat kiranya untuk membawa persoalan ada atau tidaknya unsur
penyalahgunaan wewenang ke ranah peradilan administrasi.?

Di dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:

1) Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh
suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada yang
disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan
ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) adalah:

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk
tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;

c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak
mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah
mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu

1Supandi, Hukum Peradilan Tata Usaha Negara, (Bandung: Alumni, 2016), h. 42.
2Permana, Catatan Kritis Terhadap Perluasan Kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara,
(Yogyakarta: Genta Press, 2016), h. 48-49.
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seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan
tersebut.®
Adanya perubahan konsep hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun

2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara, memperluas kompetensi kompetensi PTUN. Perubahan yang paling mendasar
menyangkut keputusan Tata Usaha Negara. Selain adanya objek sengketa baru berupa tindakan
faktual, kompetensi PTUN menilai unsur penyalahgunaan wewenang (Pasal 21 Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan) dan memeriksa
permohonan keputusan fiktif positif (Pasal 53 UU AP), serta kompetensi PTUN terhadap
keputusan pejabat atau badan pemerintahan hasil upaya administrasi sebagaimana diatur dalam
Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara antara yang termuat dalam Pasal 1 angka 9
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan dengan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbeda, adapun Pasal 1 angka 9
UU Peratun, yaitu:

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan
atau Pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret,
individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang badan hukum
perdata.*

Adapun Pasal 1 Angka 7 dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014:

Keputusan Administrasi Pemerintahan yanh juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara
atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan
tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam
penyelenggaraan pemerintah.®
Perbedaan tersebut membawa konsekuensi luasnya kompetensi PTUN. Sejalan dengan
pendapat Philipus M. Hadjon, yaitu semakin banyak unsur dalam suatu objek sengketa maka
semakin kecil ruang lingkup kompetensi pengadilan. sebaliknya semakin sedikit unsur dalam
objek sengketa, semakin luas kompetensi pengadilan. Masyarakat memiliki hak untuk
melakukan pengawasan dan kritik konstruktif kepada pemerintah yang sedang berkuasa di
suatu negara.

3Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53.

“Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 Angka 9.

>Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal
1 Angka 7.
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B. Implikasi penerapan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan terhadap Tindakan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat
Pemerintahan
1. Ketentuan Mengenai Tindakan Adminisitrasi Pemerintahan

Secara teoretis, tindakan pemerintahan merupakan induk dari keputusan, baik keputusan

yang bersifat konkret, individual, dan final, maupun keputusan yang bersifat umum. Artinya,
keputusan adalah bagian dari tindakan, yang terbagi menjadi dua jenis: tindakan nyata dan
tindakan hukum. Tindakan nyata bukan merupakan wilayah hukum administrasi dan, dengan
demikian, bukan pula menjadi wewenang PTUN. Sedangkan tindakan hukum merupakan
wilayah hukum administrasi. Namun, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan menetapkan hal lain. Tindakan administrasi pemerintahan,
atau yang disebut tindakan, dimaknai sebagai perbuatan pejabat pemerintahan atau
penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, administrasi pemerintahan diartikan
sebagai tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau
pejabat pemerintahan.®

Ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa Undang-Undang Administrasi Pemerintahan
menyamakan atau mensejajarkan keberadaan keputusan dan tindakan. Padahal, tindakan,
sebagaimana dibahas sebelumnya, adalah induk dari keputusan. Oleh karena itu, pengaturan
dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ini menjadi kurang tepat. Selain itu, dari
aspek hukum acaranya sendiri, banyak hakim yang kebingungan mengenai proses pemeriksaan
dan pembuktian di pengadilan jika perkara yang digugat adalah tindakan faktual pemerintah.

2. Pengujian Tindakan Sewenang-Wenang
Kompetensi PTUN adalah menguji keabsahan tindakan pemerintahan dari segi hukum
(legalitas). Konsep penyalahgunaan wewenang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan merupakan kesalahan pejabat pribadi (maladministrasi).
Oleh karena itu, tidak tepat jika pertanggungjawaban pribadi menjadi kompetensi PTUN. Selain
itu, rumusan penyalahgunaan wewenang dalam Pasal 17, Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2014 tentang Administrasi Pemerintahan, adalah:

1. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.
2. Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. larangan melampaui Wewenang;
b. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau
c. larangan bertindak sewenang-wenang.’

5Ridwan, Diskresi....., h. 21.
’Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal
17.
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Berdasarkan hal tersebut, penulis menganalisis bahwa konsep penyalahgunaan
wewenang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
menyalahi teori hukum administrasi. Penyalahgunaan wewenang seharusnya diartikan sebagai
penggunaan wewenang yang tidak sesuai dengan maksud diberikannya wewenang, yang
dikenal dengan asas detournement de pouvoir. Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51
Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah merumuskan penyalahgunaan
wewenang dengan tepat.

Implikasi lain terkait penyalahgunaan wewenang adalah persinggungan antara hukum
pidana dan hukum administrasi negara. Sebagaimana diketahui, dalam undang-undang korupsi
juga dinyatakan bahwa salah satu unsur tindak pidana korupsi adalah adanya penyalahgunaan
wewenang. Dalam konteks ini terdapat setidaknya dua persoalan, yaitu jika terjadi
penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara yang diajukan ke dua pengadilan secara
bersamaan, yaitu ke PTUN dan ke Pengadilan dalam kasus korupsi, serta jika suatu ketika telah
keluar keputusan PTUN yang menyatakan bahwa tidak terjadi penyalahgunaan wewenang,
namun ada pihak lain yang mengajukan perkara tersebut ke pengadilan negeri dengan dakwaan
korupsi.

3. Pengujian upaya administratif

Dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, wewenang menguji upaya
administrasi menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Apabila pihak-pihak
tidak puas dengan keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, mereka dapat
mengajukannya ke Mahkamah Agung.®

Sejak awal, upaya administratif telah mendapat banyak kritikan. Jarang sekali upaya
administratif berhasil dilakukan oleh pemerintah, sehingga upaya administratif sering dianggap
sebagai langkah sia-sia yang hanya memperpanjang birokrasi. Ditambah lagi, tidak ada sanksi
bagi Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, banyak muncul usul untuk
menghapuskan upaya administratif ini. Namun, pemerintah dan DPR masih menginginkan
keberadaan upaya administratif. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan, kewenangan menguji hasil upaya administratif diberikan kepada
Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (3).° Jika masyarakat

& Dani, U. (2018). MEMAHAMI KEDUDUKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DI INDONESIA:
SISTEM UNITY OF JURISDICTION ATAU DUALITY OF JURISDICTION? SEBUAH STUDI TENTANG STRUKTUR DAN
KARAKTERISTIKNYA / UNDERSTANDING ADMINISTRATIVE COURT IN INDONESIA: UNITY OF JURISDICTION OR
DUALITY OF JURISDICTION SYSTEM? A STUDY OF HIERARCHY AND CHARACTERISTIC. Jurnal Hukum Dan
Peradilan, 7(3), 405. https://doi.org/10.25216/jhp.7.3.2018.405-424

% Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,
Pasal 76 (3)
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tidak menerima penyelesaian banding oleh atasan pejabat, mereka dapat mengajukan gugatan
ke PTUN. Dengan demikian, terdapat dua norma hukum yang mengatur upaya administratif.

Dampak terhadap masyarakat akibat ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah peningkatan durasi proses
perkara di PTUN, yang sebelumnya dua tingkat menjadi tiga tingkat. Hal ini menimbulkan
paradoks karena semangat Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sebenarnya adalah
mempercepat masyarakat dalam memperoleh keadilan, kepastian, dan manfaat, seperti pada
keputusan fiktif positif yang hanya melibatkan satu tingkat pemeriksaan dan penyalahgunaan
wewenang yang hanya melibatkan dua tingkat pemeriksaan.
C. Kewenangan Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang

Undang-Undang Administrasi Pemerintahan memberi wewenang kepada PTUN untuk
menilai apakah ada atau tidak penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh lembaga atau
pejabat pemerintahan. Peraturan ini terdapat dalam Pasal 21, Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan:

1. Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada
unsur penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan.

2. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat mengajukan permohonan kepada
Pengadilan untuk menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang
dalam Keputusan dan/atau Tindakan.

3. Pengadilan wajib memutus permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling
lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.

4. Terhadap putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan
banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

5. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara wajib memutus permohonan banding
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak
permohonan banding diajukan.

6. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
bersifat final dan mengikat.°

Bleid muncul karena absennya wadah pembelaan bagi badan atau pejabat pemerintahan

yang dituduh melakukan penyalahgunaan wewenang selain dalam konteks hukum pidana,
menyebabkan mereka merasa menjadi korban kriminalisasi atas kebijakan publik.
Kriminalisasi ini, yang menyerang kebijakan-kebijakan pejabat publik, dapat menghasilkan
ketidakpastian hukum karena menekankan aspek tertentu dari hukum (pidana), mengabaikan
fungsi dan peran yang harus diemban oleh bidang hukum lain seperti hukum perdata dan
administrasi negara serta segmen-segmen hukum lainnya.*!

Konsep penyalahgunaan wewenang, yang merupakan bagian dari hukum administrasi
negara, telah diserap ke dalam hukum pidana, sehingga lebih sesuai untuk membawa

1°Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal
21.

“Moech Igbal, Kriminalisasi Kebijakan Pejabat Publik, (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan
Badan Litbang, 2014), h. 103.
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pertanyaan mengenai ada atau tidak adanya penyalahgunaan wewenang dalam keputusan
dan/atau tindakan ke pengadilan administrasi negara. Undang-Undang Administrasi
Pemerintahan mengidentifikasi tiga jenis penyalahgunaan wewenang sebagaimana dijabarkan
dalam Pasal 17, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

1. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.
2. Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. larangan melampaui Wewenang;
b. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau
c. larangan bertindak sewenang-wenang.'?
Syarat-syarat untuk tindakan yang melebihi wewenang, mencampuradukan wewenang,

dan bertindak sewenang-wenang dijelaskan secara lebih rinci dalam Pasal 18, Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau
Tindakan yang dilakukan:

a. melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang;
b. melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau
c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan men-campuradukkan
Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b apabila
Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:

a. di luar cakupan bidang atau materi Wewenang yang diberikan; dan/atau
b. bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan.

(3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau
Tindakan yang dilakukan:

a. tanpa dasar Kewenangan; dan/atau
b. bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Konsekuensi hukum dari keputusan atau tindakan yang dinyatakan atau dilakukan

melewati batas wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang
diatur dalam Pasal 19, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan.

(1) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan
melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan
Pasal 18 ayat (1) serta Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau
dilakukan secara sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2)

2Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal
17.

13Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal
18.
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huruf ¢ dan Pasal 18 ayat (3) tidak sah apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan
yang berkekuatan hukum tetap.

(2) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan
mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2)
huruf b dan Pasal 18 ayat (2) dapat dibatalkan apabila telah diuji dan ada Putusan
Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.4

Pasal 19 tersebut, selain berisi tentang konsekuensi hukum dari keputusan atau tindakan

yang dilakukan melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan bertindak
sewenang-wenang, juga memberikan arahan bagi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dalam
menjatuhkan putusan. Menurut Paulus Effendi Lotulung, pemberian hak gugat kepada pejabat
merupakan implementasi dari prinsip equality before the law yang menegaskan prinsip
kesetaraan kedudukan bagi semua warga negara, baik secara individual maupun dalam
kapasitas mereka sebagai pejabat negara. Dengan demikian, prinsip kesetaraan hukum berlaku,
baik sebagai penggugat yang mengajukan gugatan di Pengadilan maupun sebagai tergugat yang
menghadapi suatu gugatan di Pengadilan. Dengan kata lain, pejabat dapat berperan sebagai
penggugat atau tergugat di pengadilan.®

Untuk memahami dengan lengkap dan terorganisir, hak badan atau pejabat
pemerintahan yang diatur dalam Pasal 21, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan, harus dipertimbangkan bersama dengan ketentuan Pasal 20,
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

(1) Pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.

(2) Hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berupa:

a. tidak terdapat kesalahan;
b. terdapat kesalahan administratif; atau
c. terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara.

(3) Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan tindak lanjut
dalam bentuk penyempurnaan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4) Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan
administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf c, dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling
lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil
pengawasan.

(5) Pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan
kepada Badan Pemerintahan, apabila kesalahan administratif sebagaimana

14Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal
19.

5Paulus Effendi Lotulung, Hukum Tata Negara dan Kekuasaan, (Jakarta: Penerbit Salemba Humanika,
2013), h. 163.
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dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi bukan karena adanya unsur penyalahgunaan
Wewenang.

(6) Pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan
kepada Pejabat Pemerintahan, apabila kesalahan administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi karena adanya unsur penyalahgunaan
Wewenang.6

Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan, hak untuk meminta penilaian mengenai adanya penyalahgunaan wewenang
diberikan kepada Badan atau Pejabat Pemerintahan setelah melalui pemeriksaan atau
pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP). Jika hasil pemeriksaan
APIP menunjukkan adanya kesalahan administratif yang mengakibatkan kerugian negara
akibat penyalahgunaan wewenang, maka hak tersebut dapat dilaksanakan.

Jika dijelaskan lebih lanjut, maka kriteria yang harus dipenuhi oleh Badan atau Pejabat
agar dapat mengajukan permohonan mengenai penyalahgunaan wewenang adalah sebagai
berikut:’

1. Badan atau Pejabat Pemerintahan.

2. Sudah diperiksa atau dilakukan pengawasan oleh Aparat Pengawasan Pemerintah (APIP).

3. Hasil pengawasan APIP menyatakan terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan
kerugian keuangan negara.

4. Terjadi karena adanya unsur penyalahgunaan wewenang.

Dampak-dampak dari keempat kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jika ada badan atau pejabat pemerintahan di luar dari empat Kkriteria tersebut mengajukan
permohonan, haruslah dinyatakan tidak diterima.

2. Jika pemeriksaan APIP menyatakan tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang, maka
pihak lain termasuk penyidik harus menghormatinya. Jika pihak lain termasuk penyidik
tetap mempersoalkan keputusan dan/atau tindakan pejabat atau badan yang sudah diperiksa
oleh APIP, maka APIP sebagai pihak yang telah melakukan pengawasan dan pemeriksaan
harus “membela” pejabat atau badan yang sudah diperiksanya demi mempertanggung
jawabkan hasil pemeriksaan.

3. Jika hasil pemeriksaan APIP menyatakan ada unsur penyalahgunaan wewenang, maka
pejabat atau badan harus diberi kesempatan terlebih dahulu untuk menguji ada atau tidaknya
unsur penyalahgunaan wewenang di forum PTUN.

Menurut Zudan Arif Fakrulloh, jika keputusan PTUN yang telah final menyatakan tidak
ada penyalahgunaan wewenang, maka pejabat tersebut tidak dapat diselidiki dalam konteks

15Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal
21.

7 Anggoro, F. N. (2017). PENGUJIAN UNSUR PENYALAHGUNAAN WEWENANG TERHADAP KEPUTUSAN
DAN/ATAU TINDAKAN PEJABAT PEMERINTAHAN OLEH PTUN. FIAT JUSTISIA: Jurnal limu Hukum, 10(4), 647.
https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.vi0no4.803
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hukum pidana, perdata, atau administrasi. Namun, jika PTUN memutuskan bahwa pejabat
tersebut telah menyalahgunakan wewenang, maka aparat penegak hukum dapat mengambil
tindakan hukum terhadapnya. Diharapkan bahwa mekanisme dengan putusan PTUN yang final
di tingkat banding dapat memberikan kepastian hukum yang adil secara lebih cepat bagi pejabat
pemerintahan terkait statusnya.'®

Karena subjek pemohon sudah jelas, yaitu badan atau pejabat pemerintahan yang telah
diperiksa atau diawasi oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), maka dalam
permohonan, objek sengketa sesuai dengan Pasal 21 Undang-Undang Administrasi
Pemerintahan adalah hasil pengawasan APIP. Mungkin menjadi membingungkan jika dalam
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015, terutama di Pasal 4 ayat (1) huruf d angka
1 dan 2, membedakan antara pemohon yang merupakan badan pemerintahan atau pejabat
pemerintahan. Lebih lanjut, dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 1, disebutkan "dalam hal
pemohon badan pemerintahan, amar putusan menyatakan bahwa keputusan dan/atau tindakan
pejabat pemerintahan melibatkan unsur penyalahgunaan wewenang."*®

Hal itu menunjukkan bahwa Peraturan Mahkamah Agung tidak sepenuhnya memahami
Badan Pemerintahan yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan, seolah-olah
memberikan hak yang sama kepada badan pemerintahan penegak hukum/penyidik. Oleh karena
itu, tidak relevan untuk membedakan apakah pemohonnya adalah badan pemerintahan atau
pejabat pemerintahan, karena keduanya sebenarnya ingin membuktikan bahwa tidak ada unsur
penyalahgunaan wewenang dan meminta pembatalan hasil pemeriksaan APIP. Namun, Badan
Pemerintahan Penegak Hukum tidak diberikan hak karena memiliki kemandirian untuk
bertindak tanpa harus meminta keputusan terlebih dahulu dari PTUN mengenai ada atau
tidaknya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintahan.
Terutama jika tindakan yang diduga menyalahgunakan wewenang oleh badan atau pejabat
pemerintahan belum diperiksa oleh APIP. Ketentuan dalam peraturan perundang-undangan
yang mengharuskan penegak hukum/penyidik untuk mengajukan permohonan di PTUN
terlebih dahulu sebelum melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana penyalahgunaan
wewenang pun harus dipertimbangkan.?®

Dampak dari ketidakjelasan mengenai siapa yang berhak mengajukan permohonan
adalah bahwa Pasal 17 huruf b dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015, yang
mengatur amar putusan, menjadi membingungkan terutama ketika pemohon adalah badan
pemerintahan, yang menyatakan "keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan ada unsur
penyalahgunaan wewenang." Amar putusan tersebut terfokus pada kasus di mana pemohon

18Zudan Arif Fakurulloh, Tindakan Hukum Bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintahan, (Jakarta:
IKAHI, 2015), h. 13.

19 Anggoro, F. N. (2017). PENGUJIAN UNSUR PENYALAHGUNAAN WEWENANG TERHADAP KEPUTUSAN
DAN/ATAU TINDAKAN PEJABAT PEMERINTAHAN OLEH PTUN. FIAT JUSTISIA:Jurnal llmu Hukum, 10(4), 647.
https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.vi0no4.803
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adalah badan pemerintahan yang juga merupakan penegak hukum/penyidik. Masalah lainnya

adalah mengapa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 tidak menyebutkan siapa

yang menjadi termohonnya. Bahkan, terlihat seolah-olah tidak ada kebutuhan akan termohon
dalam menjalankan Pasal 21 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.

Jika dipertimbangkan bahwa hasil pengawasan dan pemeriksaan oleh APIP berupa
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang memberikan rekomendasi untuk tindak lanjut oleh
Pejabat yang berwenang dalam mengeluarkan surat keputusan, maka lebih tepat jika surat
keputusan (SK) dari Pejabat yang berwenang tersebut yang menjadi objek sengketa. Bisa
disimpulkan bahwa APIP seharusnya menjadi pihak yang terlibat dan dapat dimintai
keterangan. APIP tidak seharusnya disamakan dengan Komisi Informasi yang sebelumnya
dianggap sebagai termohon namun diubah setelah diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 2 Tahun 2011. Perbedaan utamanya adalah produk dari Komisi Informasi adalah
putusan, sedangkan produk dari APIP adalah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).?!

Mahkamah Agung dan Peradilan Tata Usaha Negara sedang berupaya menemukan
struktur hukum yang ideal untuk permohonan mengenai keberadaan unsur penyalahgunaan
wewenang. Dengan mempertimbangkan penjelasan-penjelasan tersebut, menurut analisis
terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam
Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang perlu direvisi, yakni:??

1. Dalam ketentuan umum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Pedoman Beracara dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang, tidak dijelaskan
siapa yang menjadi Termohon. Lebih sesuai jika Badan atau Pejabat yang berwenang dalam
menerbitkan SK atas LHP yang direkomendasikan oleh APIP menjadi objek sengketa.

2. Pemberian hak untuk mengajukan permohonan seolah-olah diberikan juga kepada badan
pemerintah penegak hukum/penyidik, padahal sebenarnya tidak diberikan.

3. Amar putusan dalam hal permohonan diajukan oleh badan pemerintah, yaitu menyatakan
keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan mengandung unsur penyalahgunaan
wewenang, tidak sesuai dengan maksud pemberian hak permohonan.

2 1pid

22 Zudan Avrif Fakurulloh, Tindakan Hukum Bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintahan, (Jakarta:
IKAHI, 2015), h. 13.
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D. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan peneliti menyimpulkan, yaitu:

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 telah memperluas cakupan kompetensi Pengadilan
Tata Usaha Negara (PTUN) dengan menambahkan objek sengketa baru, seperti tindakan
faktual, dan meningkatkan penilaian terhadap penyalahgunaan wewenang serta pemeriksaan
atas keputusan fiktif positif. PTUN memainkan peran penting dalam menguji keabsahan
tindakan pemerintah dari sudut pandang hukum, meskipun terdapat perbedaan konsep antara
keputusan administrasi pemerintahan dan keputusan tata usaha negara. Meskipun demikian,
masih ada tantangan terhadap akses keadilan, terutama di daerah yang sulit diakses, yang
menekankan perlunya harmonisasi peraturan perundang-undangan setelah berlakunya
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dengan
perubahan ini, PTUN memiliki kewenangan yang lebih luas untuk menilai hasil upaya
administratif, mengevaluasi penyalahgunaan wewenang, dan mempertanyakan kebijakan
pemerintah dalam diskresi, yang pada gilirannya meningkatkan responsifitas badan atau
pejabat pemerintahan terhadap permohonan masyarakat dan kualitas penyelenggaraan
pemerintahan.

Penerapan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
memiliki implikasi yang kompleks terhadap tindakan penyalahgunaan wewenang oleh
pejabat pemerintahan. Terdapat ketidaksesuaian antara konsep penyalahgunaan wewenang
dalam undang-undang tersebut dengan prinsip-prinsip hukum administrasi negara.
Meskipun Undang-Undang tersebut memberikan kewenangan kepada Pengadilan Tata
Usaha Negara (PTUN) untuk menilai penyalahgunaan wewenang, tetapi terdapat tantangan
dalam pemahaman dan penerapannya, terutama terkait dengan proses pemeriksaan dan
pembuktian di pengadilan. Selain itu, kebijakan administrasi pemerintahan yang
memperluas upaya administratif juga menimbulkan dampak terhadap durasi proses perkara
di PTUN, yang dapat mengakibatkan paradoks dalam mencapai tujuan Undang-Undang
Administrasi Pemerintahan dalam mempercepat akses keadilan. Diperlukan upaya untuk
merevisi pedoman beracara dalam penilaian unsur penyalahgunaan wewenang agar lebih
sesuai dengan prinsip-prinsip hukum administrasi negara dan memberikan kejelasan
mengenai siapa yang berwenang menjadi termohon dalam permohonan tersebut.
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